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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas 

dan wewenang yang sangat penting sudah seharusnya dalam mekanisme 

pengangkatan Hakim dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan asas-asas dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ironinya realitas yang terjadi 

pengangkatan Hakim Konstitusi terdapat berbagai pelanggaran pada ketentuan 

Undang-Undang dan asas-asas penyelenggara negara yang dilakukan oleh lembaga  

berwenang. Penelitian Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, dan menggunakan jenis data 

sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi 

kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan Analisa kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020  tentang Mahkamh 

Konstitusi terdapat kekeliruan dalam pengamalan amanat Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menyebabkan adanya pengaturan 

yang bersifat fleksibel bagi lembaga negara yang berwenang yaitu Presiden, DPR 

dan MA untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan 

Hakim Konstitusi. Kebebasan yang diberikan oleh ketentuan Undang-Undang a 

qou menyebabkan adanya keragaman mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi 

dan berbagai pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme pengangkatan Hakim 

Konstitusi yang seharusnya pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan 

partisipatif, serta calon Hakim Konstitusi seharusnya dipilih secara obyektif dan 

akuntabel tetapi tidak tercermin dalam beberapa periode mekanisme pengangkatan 

Hakim Konstitusi oleh lembaga negara yang berwenang. Hal tersebut membuktikan 

bahwa Presiden, DPR dan MA sebagai penyelenggara negara tidak memperhatikan 

asaa-asas penyelenggara dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliknya. 
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